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ABSTRACT

jationship between Jaw and politics could not b.c dcn?cd_ Law, to bt.: MOIC PIECiSe: stayyp
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litics. Again, gime, To strengthen her analysis, the author takes Law No, 7 of 190;21
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the other products of legislation in Indoneyj,

That there i
is a producl of po
configuration of the New Order 1¢
on Banking, as a0 example. From tlxcr a.na oo
conservative character The same situation may 0¢

L PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan UuUD 1945 dinyatakan bahwa Ind.onesia adalah negara berdasy,
atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2)-ny,
dinyatakan, bahwa negara Indonesia men ganut kedaulatan rakyat, Oleh karena itu tipe
kenegaraan Indonesia adalah demokrasi yang berda§ark an atas.h.ukum, maka konfigurasi
politik Indonesia berdasar UUD 1945 adalah konfigurasi politik demokrasi,

Menurut Usep Ranawijaya (1983: 222), tipe kenegaraan akan mempengaruhi watak
hukum. Tipe kenegaraan demokrasi akan menghasiikan hukum yang berwatak demokrasi,
Demikian juga menurut Moh. Mahfud M.D. (1993: 157), konfigurasi politik demokratis
akan menghasilkan produk hukum yang responsif/populis, sebaliknya konfigurasi politik
otoriter akan menghasilkan produk hukum elitis/konservatif/ortodoks.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan lahir pada masa pemerintahan
Orde Baru, yang memasuki usia 27 tahun. Pemerintah Orde Baru sejak awal bertekad
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu dapat diasumsikan,
bahwa Undang-Undang No.7 Tahun 1992 berwatak demokratis atau responsif/populistik.

Pemerintah Orde Baru yang mengambil alih tampak pemerintahan pada tahun 1966
menghadapi kondisi negara yang miskin dan stabilitas politik yang labil, kemudian
bertekad melakukan pembangunan, Ada dua tujuan pembangunan yang dipandang paling
penting oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu: pertumbuhan ekonomi dan ketertiban politik
(Mohtar Mas'oed, 1994: 34). Pembangunan ekonomi dikedepankan oleh pemerintah Orde
Baru dan pada waktu itu dikenal slogan pembangunan ekonomi sebagai panglima.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
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Sedangkan konfigurasi politik otoriter sekurang-kurangnya memiliki enam indikqyq,

negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembuagyy,

kebijakan negara,
adanya dorongan elit
penghapusan oposisi terbuka;
dominasi pimpinan negara untuk men
Jominasi kekuasaan politik oleh elit yang kekal,
doktrin membenarkan konsentrasi kekuasaan.

kekuasaan untuk memaksakan persatuan,

entukan kebijakan negara,

Karakter produk hukum responsif/populistik sekurang-kurangnya memiliki empat

indikator:

mencerminkan rasa keadilan;

mencerminkan harapan masyarakat,

terdapatnya peran Bcsa_r dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau
individual dalam masyarakat, .

responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atan individu di dalam
masyarakat.

Sedangkan karakter produk hukum elitis/konservatif/ortodoks sekurang-kurangnya

memiliki lima indikator:
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Baru cira-cara SCECNI dikemukakan di ytas diluksunakan, Akan tetapi, ketika kondisi
ckum.mu. .|11a.s]y.1r.1 k.lt ]sudnh baik dan Icmhaga-]cmbaga politik sudah dibentuk sccura
konstitusioual, maka a“gk?h"mngkﬂh demikian seyogianya sudah harus ditinggalkan.

e endae o I i
Pembangunan ckonomi sejak Pelity | sampai sekarang tetap dikedepankan. Hal ini

terjadi ka;:cn:i:ln??akl; iwf‘]kordc Baru, salah satu isu sentral dalam pemikiran adalah
bngﬂlm;(m d Bratan kemampuan Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan
pada rakyat dan mempertahankan kelestarian rezim yang berkuasa (Mohtar Mas’oed, 1994:;

34). Oleh karena it kesejahteraan materia) sajat iwj
pemerintah Orde Baru, S van farus dwujudian oleh

Dalam merangcang pemban gppap ekonomi dan

pemerintah (elffekUtlf) Sangat berperan aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam
pembuatan ka.JlJ'flka", mu.lai dari GBHN, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.
GBHN, seperti dll’?’}%k]lll’l’ll. dirumuskan olepy Tim (Panitia) Sebelas yang bertugas membuat
Rantap. Sementara itu, undang-undang hampir 5
eksekutif,

Denciptaan stabilitas politik tersebut

€ratus persen rancangannya berasal dari

Sejak Orde Baru memegang kenda; penyelenggaraan negara selalu didengungkan

perlunya persatuan dan ke§a(uan, Sementara tidak sedikit upaya merealisasikan hak dan

Pancasila dan UUD 1945, Qleh karena itu tidaklah berlebihan kalay dj kalangan

I . ! |
masyarakat yang peduli dehgan penyelenggaraan kehidupan berne gara merasakan adanya

pembatasan-pembatasan.
| :
Dalam negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adanya oposisi adalah

alamiah karena oposisi saudara kandung demokras; yang lahir dari persamaan dan
kebebasan. Oleh karena itu oposisi salah satu esens; dari demokrasi, sehingga
bagaimanapun bentuk dan rupanya oposisi haruslah diber; tempat. Yang perlu dilarang
adalah opositionisme, yaitu permusuhan yang tidak beralasan terhadap segala aktivitas
pemerintah (Ismail Suny, 1965: 148). Di Indonesia dalam era Orde Baru sejak awal tahun
1970-an aktivitas yang berbau kritik terhadap pemerintah kurang diberi tempat wajar,
Peristiwa Malari merupakan awal dari pembungkaman gerakan-gerakan mahasiswa dan
segala macam bentuk krifik terhadap pemerintah. Pencekalan terhadap tokoh-tokoh vokal
terus berlangsung sampai dengan awal tahun 1990-an, bahkan pemberedelan pers masih
terjadi sampai dengan tahun 1994. Larangan-larangan seminar masih terjadi sampui dengan
sekarang, bahkan pada tahun 1995 tercatat peristiwa pemeriksaan terhadap pakar asing
karena diduga telah bel;bicafa di svatu seminar. Sementara itu peradilan politik terus

berlangsung sampai dengan sekarang,
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. . smegang kendnli pcnyclcuggnrm}n ncgar'a juga terlihat d()minusi
Scjak Orde Buru e kan kebijakan negara. Seperti lelah dikemukakan sebelumy,

. -rim::I:;n;gat mt;.ncntuknn dulmln mcng:ulnbil.dun memilih kebijakan'
bhahwa peran lnnlr_ a1 bidang cksekutif maupun bidang legislatif. Produk-progy) Mp
baik (%alul‘l‘ I’“ll:ﬁ;::);;rasal dari “sumbangan” pemerintah termasuk GBHN yang Sangy
;:2:1;2; :(:uu?;dolm. Mahfud M.D., 1993: 426).

Baru memegang kendali penyelenggaraan negara seja?c tahun 1966 Sampg;

Orde Bam Pemilihan umum secara periodik memang telah diselenggarakap (]971'

dengan sckarangg;l“dan 1992). Namun demikian tidak sedikit kritik terhadap

1977, 1982, 19 a, Di samping penyelenggaraan juga tidak sedikit pula kritik tefhadap

Pcn}’elenggaraa';‘gﬁ yang diangkat. Bahkan untuk MPR, jumlah anggota yang diangkg

jumlah anggota_auh melebihi anggota yang dipilih. Oleh karena itu kalau kemudian elit
gglstfztij:zﬁlf mapan merupakan hasi! proses pembentukan “negara” yang kuat,

elit penguisd daalam men

Dalam negara yang diselenggarakan atas prinsip-prinsip .demol'crasi konsentrgg;
kekuasaan tersebar pada banyak pusat-pusat kekuatan, Dalam kehldupz.m bernegara pugg.
pusat kekuatan tersebut berada pada tingkat .suprastruktur maupun infrastruktur, Pagd,
tingkat suprastruktur, pusat-pusat kekuatan dl.makSlld tersebar pada Iembaga-lembaga
negara, Di Indonesia kekuatan politik harus dipusatkan pa(?a.MP}? dan DPR, kekuatap
hukum berada pada Mahkamah Agung, dan kekuatan administrasi negara berada pada
Presiden. Pada tingkat infrastruktur kekuatan politik tersebar sekurang-kuran gnya dalam
lima kelompok kekuatan, yaitu: partai politik, golongan kepentingan, kelompok
kepentingan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Akan tetapi setidak-tidaknya, sejak
awal 1970-an konsentrasi kekuasaan berada dalam kondisi tidak seperti dikehendaki UuD
1945. Tidak hanya orang perorangan segan membicarakan kelembagaan Presiden,
lembaga-lembaga negara pun, tidak terkecuali MPR, sama keadaannya. Kenyataan in;
membuktikan betapa konsentrasi kekuasaan begitu pekat, Ada pendapat ha] ini sebenarnya

pengaruh budaya paternalisme yang masih kuat dianut oleh sebagian besar rakyat
Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Daniel S.Lev sebenarn
- begara, hukum dan hubungan penguasa den
dengan dewasa ini adalah kelanj
Lev,1990:-466-468),

ya praktik penyelenggaraan
gan rakyat dari sejak kemerdekaan sampai
utan dari praktik periode kolonial (lihat: Danie] S,

Uraian di atas ingin menunjukkan adan

ya sejumlah indikator, bahwa penyelenggaraan
negara lebih dekat pada konfigurasi poli

| tik otoriter atau dengan bahasa lebih halus
konfigurasi politik nondemokratis (lihat: Mo, Muhfud M.D., 1993: Bab V). Dalam

o o Kianlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dilahickan. Oloh kerems it
apaszhldenglan demikian undang-undang ini termasuk up dang-undang di bidang publik
(administrasi) yang terpolusi oleh faktor-faktoy kekuatan politik dj luarnya atau justru
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sebaliknya. Uraian dalan sub bub berikut inf ingin inelitt dari segi muatan atau substansi
undang-undang itu sendiri,

IV. MUATAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992

A

Sistematika

Undang-Undang No. 7 Tahup 1992 secara sistematika tersendiri dari konsideran,

batang tubuh, dan penjelasan, Lebih rinei dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.
2

B.

Konsideran terdiri atas menimbang dan mengingat;

Batang tubuh terdiri dari ’

Bab I Ketentvan Umum terdiri sapy pasal (Pasal 1);

Bab II Asals, Fungsi dan Tujuan terdiri dar; liga pasal (Pasal 2, 3, dan 4);

Bab Il Jenis dan Usaha Bank terdiri dari sebelas pasal (Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
dan 5);

Bab IV Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan terdiri dari tiga belas pasal (Pasal
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 27 dan 28).

Bab V Pembinaan dan Pengawasan terdiri darj sembilan pasal (Pasal
29,30,31,32,33,34,35,36,dan 37):

Bab VI Dewan Komisaris,_Direksi dan Tenaga Asing terdiri dari dua pasal (Pasal
38 dan 39,

Bab VII Ruhasia Bank terdiri dari enam pasal (Pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan 45),
Bab VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif terdiri delapan pasal (Pasal 40,
47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53),

Bab IX Ketentuan Peralihan, terdiri dari enam pasal (Pasal 54, 55, 56, 57, 58, dan
59), dan

Bab X Ketentuan Penutup, terdiri dari dua pasal (Pasal 60 dan 61),

Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Muatan
Muatan undang-undang tidak hanya dicerminkan dalam pasal-pasal, tetapi juga di

dalam konsideran dan penjelasan. Oleh karena itu dalam mengkaji muatan Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 ini akan dicoba menclusurinya dari konsideran,

1.

diberlakukannya suatu undang-undang (
ada tiga dasar berlakunya

Konsideran

Sebagaimana lazimnya konsideran memual urajan tentang dasar berlakunya atao
rechisgelding). Menural Rechtsgelding Theorie

suatu undang-undang, yaine: filosofis, sosiologis, dan yuridis.
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PENUTUP

Kesimpulan

Asas kehati-hatian yang
dalam Undang-undang N
gndang ini memperhatikan rasa
(nasabah penyimpan dana),
Undang-undang ini kurang responsif terha.dap tunt1.1t3n s.ebagian besar masyaraky
karena beberapa hal yang yang tidak diatur, yfiltIJ: tidak ada ketentuan yang
mewajibkan bank memberikan pinjaman atau kredit kepada pengusaha kecil/lemah;
tidak ada ketentuan tentang kewajiban bank membina pengusaha Kecil/lemah yang
memanfaatkan pinjaman atau kredit bank; tidak ada ketentuan yang mengatur hak
nasabah yang dirugikan oleh kesalahan pengelolaan bank atau uang mereka; dan tidak
ada batas maksimum bunga bagi pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank.
Memperhatikan kegiatan bank, yaitu pelayanan dengan memberikan imbalan (bunga),
pelayanan dengan menarik untung (bunga) dan kegiatan lain mencari untung maka
bank yang diatur oleh Undang-undang ini lebih terlihat sebagai badan usaha yang
mengutamakan keuntungan.

Memperhatikan muatan konsideran dan penjelasannya maka Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 ini lebih mencerminkan misi pemerintah untuk menghimpun dana guna
menunjang pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

dianut dan batas maksimum pemberian kredit yang dimyg,
o. 7 Tahun 1992 merupakan pencerminan bahwa undang.
keadilan dan harapan masyarakat penyimpan dana

Dari empat kesimpulan di atas maka dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang No.7

Tahun 1992 tentang Perbankan, memiliki karakter responsif/populis dan elitis/konservatit/

ortodolks sekaligus, akan tetapi lebih cenderung elitis/konservatiffortodoks karena karakter
terakhir ini lebih menonjol,
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B. Sarnn

Oteh kaeena secara losolis suaty peratury

bermwatan hak dan kewajiban subyck negary (pemerintah, pejabat, lembaga dan lain-tain)

dan Warga negara (pengusali, nagabal, wajib pajak, dan lain-lain), muka seyogyanya hak
1 b . ] < ' <

dan kewapban subyek negara yang berkaitun harug ditegaskan, Oleh karena itu undang-

undang it tidak perln diberlakukan terlyty lama dan sudah harus dipersiapkan untuk
dindakan perubahan,

v yang nantauya undang-undang selalu
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